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A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aktifitas manusia untuk mencari keuntungan dan
memperoleh kebutuhannya. Aktifitas jual beli juga merupakan sebuah aktifitas
yang langsung disebut oleh Allah dalan Al-Qur’an. Firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an :
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Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat
berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.
Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.
Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun
vang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu
dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transa ksi riba),
mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Bagarah:275)

Pengertian jual beli memiliki dua pengertian yaitu secara bahasa dan syara’.

Maka dijelaskan pengertiannya secara kebahasaan sebagai berikut:
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Artinya: Makna jual beli secara bahasa adalah: pertukaran harta dengan harta,
dan segala sesuatu yang memiliki nilai harga dapat menggantikan kedudukan harta
tersebut. (Abbas al-Maliki dan Sulaiman an-Nuri, 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran harta

dengan harta dan segala sesuatu yang setara atau dapat menggantikan harta tersebut.
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Misalnya, menjual beras denga telur dapat dikategorikan sebagai jual beli karena
beras sebagai sebuah harta ditukar dengan harta lain yaitu telur. Contoh lain adalah
menjual tanah dengan uang, maka ini termasuk jual beli karena menukar tanah

sebagai harta dengan hal lain yang dapat menggantikan kedudukannya, yaitu uang.

Adapun pengertuan jual beli secara syara’ adalah sebagai berikut :
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Artinya : Dan pengertiannya secara syariat (hukum Islam) sama seperti artinya
secara bahasa, akan tetapi ditambahkan di dalamnya syarat kerelaan (keridaan)

dari pihak penjual dan pembeli. (Abbas al-Maliki dan Sulaiman an-Nuri, 2017)

Secara syara’ pengertian jual beli sama halnua dengan pengertian jual beli
menurut bahasa. Hanya yang membedakannya adalah adanya unsur kerelaan dari
pihak penjual dan pembeli. Penjual merasa rela dengan alat tukar yang ia terima,

begitu pula pembeli rela dengan barang yang ia terima.

2. Prinsip Amanah dan Larangan Saling Merugikan Dalam Jual Beli

Jual-beli dalam Islam merupakan sebuah profesi atau usaha yang sangat
diberkahi, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang di riwayatkan

sebagai berikut :
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Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi
wa sallam pernah ditanya: 'Pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau bersabda:
'Pekerjaan seorang pria dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang
mabrur (jujur, bersih, dan tidak menipu)." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan
dishahihkan oleh Al-Hakim. (al-Asqalani, 2022)
Terkait hadits mengenai keberkahan jual beli yang mabrur diatas, maka

diberikan penjelasan sebagai berikut :
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Artinya : Keutamaan hasil usaha tangan sendiri (bekerja dengan keahlian/tenaga
sendiri) di atas segala jenis mata pencaharian lainnya. Imam An-Nawawi dari
kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mata pencaharian yang paling baik
adalah pertanian; karena pertanian mencakup usaha fisik sekaligus tawakal, serta
mengandung kemanfaatan yang luas bahkan bagi hewan ternak dan burung. Posisi
jual beli yang mabrur (perdagangan yang jujur dan bersih) berada di tingkat
keutamaan berikutnya setelah hasil usaha tangan sendiri. . (Abbas al-Maliki dan
Sulaiman an-Nuri, 2017)

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual
beli adalah sebuah pekerjaan yang sangat diberkahi dan menduduki peringkat kedua
setelah pekerjaan yang dikerjakan dengan hasil usaha tangan sendiri (seperti bertani
atau ternak hewan). Akan tetapi yang bisa dikatakan sebagai jual beli yang berkah
itu adalah jual beli uang mabrur (Jujur dan bersih), sebagaimana yang dijelaskan

diatas.

Berkahnya sebuah transaksi jual beli tidak lepas dari bagaimana akhlak dan
perilaku para pelakunya, dimana amanah dan kejujuran menjadi pilar utamanya
dalam konteks yang lebih luas, etika dalam jual beli yang mengedapankan kejujuran
merupakan gambaran nyata dari dalamnya pemahaman agama seseorang. Maka
dengan demikian, praktik jual beli bukan hanya sekedar bisnis tapi juga sebagai

tempat seseorang untuk mencerminkan dirinya sebagai pribadi yang beragama.

Semakin baik seseorang dalam beragama maka harus terlihat dalam bagaimana
1a beruamalah dengan orang lain, termasuk dalam jual beli. Dalam sebuah Riwayat,
pentingnya akhlak dan sifat amanah dalam beragama digambarkan secara gamblang
melalui dialog antara seorang penduduk Al-Aliyah dengan Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam:
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Artinya: Ali radhiyallahu 'anhu berkata: “Ketika kami sedang duduk di dekat Nabi
shallallahu 'alaihi wa sallam, datanglah seorang pria dari penduduk Al-Aliyah
menemui kami, lalu ia berkata: 'Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang
hal yang paling berat dan yang paling ringan di dalam agama ini.' Maka Nabi
bersabda kepadanya: 'Wahai saudaraku dari Al-Aliyah, hal yang paling ringan di
Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan yang paling berat, wahai saudaraku
dari Al-Aliyah, dalam agama ini adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain
Allah dan bahwa adalah amanah. Ketahuilah, tidak ada agama bagi orang yang
tidak memiliki sifat amanah, meskipun ia berpuasa dan mendirikan salat.’ Inilah
kedudukan orang-orang yang salah dalam memahami agama. Mereka mengira
agama hanyalah sekadar penampilan lahiriah atau corak ragam tertentu, tanpa

memberikan pengaruh apa pun pada akhlak dan interaksi sosial mereka. (Syaltut,
1966).

Nabi Muhammad juga sangat melarang dan mencegah perbuatan-perbuatan
yang bersifat merugikan satu sama lain dalam muamalah. as-Suyuthi menjelaskan

sebuah riwayat dua orang yang berkonflik tentang sebuah pohon kurma :
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Artinya : Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah bin ash- Shamzt
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan aturan bahwa tidak boleh ada
tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun merugikan orang lain, serta
menegaskan bahwa tanah yang diserobot atau dimanfaatkan secara ilegal (oleh
pihak yang zalim) tidak memiliki hak kepemilikan apa pun; ketetapan mengenai
larangan berbuat bahaya dan merugikan orang lain ini juga diperkuat oleh riwayat
Ahmad dari Ibnu Abbas. Adapun latar belakang (sebab) turunnya hadis ini,
sebagaimana dicatat oleh Abdurrazzaq dalam kitab al-Mushannaf dari Ibnu al-
Tamimi, dari Al-Hajjaj bin Artha'ah, dari Abu Ja'far, dikisahkan bahwa dahulu ada
sebatang pohon kurma yang dimiliki bersama oleh dua orang pria, lalu mereka
berselisih hingga membawa perkara tersebut kepada Nabi SAW. Salah seorang di
antara mereka mengusulkan, "Belah saja pohon kurma ini menjadi dua bagian
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untuk kita berdua,”" namun Nabi SAW langsung melarang tindakan merusak

tersebut dengan bersabda, "Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan dan
tidak boleh pula merugikan orang lain." (as-Suyuthi, 2012)

Berdasarkan penjelasan as-Suyuthi atas yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal
diatas, ketika Rasulullah menghadapi dua orang yang berkonflik atas sebuah pohon
kurma dan mengusulkan pohon kurma tersebut untuk dibelah dua, Rasulullah
melarangnya dengan tegas. Membelah pohon kurma menjadi dua berpotensi akan
membuat pohon tersebut mati dan akhirnya kedua belah pihak dirugikan. Maka
dengan demikian telah jelas rambu-rambu dalam syari’at bahwa dalam sebuah
transaksi tidak boleh ada tindakan yang membahayakan dan merugikan satu sama

lain.

Segala bentuk himbauan syari’at mengenai prinsip amanah, kejujuran, dan
larangan saling merugikan hanya dapat terwujud jika para pelaku memperhatikan
batasan-batasan dan ketentua-ketentuan dalam jual beli. Batasan dan ketentuan jual

beli tersebut tertuang dalam syarat dan rukum jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan bagian paling penting dan sangat fundamental dalam
transaksi jual beli. Jika hilang atau tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah
sebuah transaksi jual beli. Adapun dalam Madzhab Syafi’i rukun jual beli sebagai
berikut:

Artinya: Rukun jual beli itu ada tiga secara garis besar, dan ada enam secara
terperinci, yaitu: Pelaku akad ("Aqid): Penjual dan pembeli, Objek akad (Ma'qud
'Alaih): Harga (tsaman) dan barang yang dijual (matsman), Sighah (ijab dan
kabul). (al-Baijuri, 2007)

Rukun jual beli terdiri dari dua bagian. Pertama, rukun secara garis besar
(ljmal) sebanyak tiga rukun. Kedua rukun secara terperinci (Zafsil) sebanyak enam

rukun, yang merupakan turunan dari rukun ‘/jmal. Berikut adalah penjelasannya :
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1) Pelaku akad (‘Aqid)
Pelaku akad atau orang yang melakukan akad adalah rukun ‘Ijmal, adapun
secara terperinci (7afsil) maka pelaku akad terdiri dari dua bagian; yaitu Penjual
dan Pembeli
2) Objek Akad (Ma’qud ‘Alaih)
Secara ‘[jmal Objek akad merupakan komoditas yang diperjual belikan. Adapun
secara Tafsil objek akad terdiri dari dari Harga (7saman) dan Komoditas yang
diperjual belikannya (matsman).
3) Ucapan Akad (Sighah)
Secara ‘I/jmal ucapan membeli dan menerima barang merupakan rukun jual beli.
Sedangkan secara 7afsil ucapan akad terdiri dari ijab dan Kabul. Menurut
mayoritas ulama, penentu mana yang ijab dan mana yang qabul adalah urutan
siapa yang berbicara duluan. Contoh :
- Ijab dari pembeli dan kabul dari penjual
Pembeli mengatakan "Saya beli pensil ini seharga dua ribu rupiah."
maka itulah ijabnya. Lalu dijawab oleh penjual; "Saya jual pensilnya.",
maka itu adalah kabulnya.
- Ijab dari penjual dan kabul dari pembeli
Seorang penjual mengatakan; “Saya jual pensil ini kepada anda dua ribu
rupiah saja” maka itu adalah ijabnya. Kemudian, pembeli menjawab;

“Baik, saya beli dua ya” maka itu adalah kabulnya.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah kriteria atau ketentuan yang melekat pada setiap rukun agar
rukun tersebut dapat dinilai sah dan diakui oleh syariat, sehingga dengan demikian

sah pula sebuah transaksi jual beli. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut :

1) Syarat Pelaku Akad
Syarat pelaku akad atau ‘agid dalam transaksi jual beli menurut Madzhab

Syafi’i adalah sebagai berikut :
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Artinya : “Dan syarat pelaku akad (penjual/pembeli) adalah rushd
(cerdas/pandai mengelola harta). Aku (An-Nawawi) berkata: Serta tidak ada
paksaan tanpa hak. Tidak sah seorang kafir membeli mushaf Al-Qur'an dan
budak muslim menurut pendapat al-Azhhar, kecuali jika budak tersebut
langsung merdeka karena hubungan kekerabatan saat dibeli maka hukumnya
sah menurut al-Ashah, dan tidak sah pula menjual senjata kepada kafir harbi.
Wallahu a'lam.” (an-Nawawi, 2005)

Kemudian Ibrahim al-Baijuri dalam Hasiyyahnya memberikan tambahan
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penjelesan sebagai berikut :
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Artinya : “Disyaratkan bagi pelaku akad—baik penjual maupun pembeli
memiliki kebebasan penuh dalam bertindak (ithlaq ath-tasharruf). Maka tidak
sah akad dari anak kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah
pengampuan karena boros (safih), serta syarat tidak adanya paksaan tanpa
hak. Oleh karena itu, tidak sah akad orang yang dipaksa atas hartanya secara
zalim. Namun, jika paksaan itu memiliki alasan yang benar, hukumnya sah,
seperti ketika seseorang wajib menjual hartanya untuk melunasi utang, lalu
hakim memaksanya untuk menjual harta tersebut. Akad dari orang yang
dipaksa atas harta orang lain juga sah dengan paksaannya itu, karena hal
tersebut nilainya lebih kuat daripada sebuah izin biasa. Syarat berikutnya
adalah keislaman bagi pihak yang dibelikan mushaf atau sejenisnya seperti
kitab hadis atau kitab ilmu yang memuat riwayat-riwayat ulama salaf atau
dibelikan budak muslim maupun budak murtad. Maka tidak sah kepemilikan
orang kafir atas mushaf dan sejenisnya karena mengandung unsur penghinaan,
tidak sah pula memiliki budak muslim karena mengandung unsur perendahan,
sebagaimana firman Allah Ta'ala: 'Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi
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jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang
beriman' (QS. An-Nisa: 141), serta karena masih tersisanya keterikatan Islam
pada diri seorang murtad.” (al-Baijuri, 2017)

Berdasarkan pendapat an-Nawawi dan al-Baijuri diatas maka syarat pelaku
akad (‘aqid) adalah sebagai berikut :

- Pelaku akad memiliki kecakapan dalam bertindak (rushd). Maksudnya,
pelaku akad harus orang dewasa, berakal sehat, dan bukan orang boros
dalam membelanjakan hartanya untuk perkara yang tidak diperlukan

- Pelaku akad harus memiliki kerelaan penuh dalam melakukan akad.
Kecuali seseoran yang dipaksa oleh hakim untuk menjual hartanya
untuk melunasi utang.

- Pelaku akad harus beragama Islam untuk akad pada beberapa perkara
yaitu; Mushaf al-Qur’an. Kitab Hadits atau ilmu agama, dan budak.

Syarat Objek Akad

Menurut an-Nawawi syarat objek akad adalah :
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Artinya : “Bagi barang dagangan (mabi') ada beberapa syarat: (1) Suci zatnya,
maka tidak sah menjual anjing, khamar, dan barang mutanajjis yang tidak
mungkin disucikan kembali seperti cuka, susu, dan minyak menurut pendapat
al-Ashah. (2) Bernilai manfaat, maka tidak sah menjual serangga, binatang
buas yang tidak bermanfaat, dua biji gandum, dan alat musik/permainan
haram. Ada pendapat lemah menyatakan sah menjual alat musik jika
materialnya bernilai harta. Dan sah menjual air di tepi sungai serta pasir di
padang pasir menurut al-Ashah. (3) Kemungkinan untuk diserahterimakan,
maka tidak sah menjual hewan yang hilang, budak yang kabur, dan barang
vang dighashab. Namun, jika barang ghashab itu dijual kepada orang yang
mampu merebutnya kembali, hukumnya sah menurut ash-Shahih. Tidak sah
menjual setengah bagian tertentu dari wadah dan pedang, namun sah pada
kain yang tidak berkurang nilainya jika dipotong menurut al-Ashah. Tidak sah
menjual barang gadaian tanpa izin penerima gadai, budak pelaku kriminal
yvang terancam denda finansial menurut al-Azhhar—kecuali jika tuntutan
finansialnya bertumpu pada tanggungan personal—serta budak yang terkena
hukuman qishash menurut al-Azhhar. (4) Kepemilikan bagi pihak yang
melakukan akad, maka penjualan oleh Fudhuli hukumnya batil. Sedangkan
dalam Qaul Qadim statusnya ditangguhkan, jika pemilik mengizinkan maka
sah, jika tidak maka tidak sah. Dan jika seseorang menjual harta warisan dari
pewarisnya karena menyangka ia masih hidup padahal sudah meninggal,
akadnya sah menurut al-Azhhar. (5) Kejelasan terhadap barang, maka menjual
salah satu dari dua pakaian hukumnya batil. Dan sah menjual satu sha' dari
seonggok makanan yang diketahui jumlah takaran totalnya, begitu pula jika
tidak diketahui total takarannya menurut al-Ashah. Jika seseorang menjual
gandum seukuran 'sepenuh rumah ini', atau emas seberat 'batu kerikil ini', atau
seharga 'kuda si Fulan', atau seharga 'seribu dirham dan dinar' tanpa merinci
porsinya, hukumnya tidak sah. Jika bertransaksi dengan mata uang secara
mutlak sedangkan di daerah tersebut terdapat mata uang yang dominan,
pembayarannya diarahkan ke mata uang dominan tersebut; namun jika ada
dua mata uang dan tidak ada yang dominan, disyaratkan untuk menentukan
mata uangnya. Dan sah menjual seonggok makanan yang tidak diketahui total
takarannya dengan ketentuan 'setiap sha' seharga satu dirham’. Jika ia menjual
gundukan tersebut seharga total 100 dirham dengan ketentuan tiap sha' satu
dirham, maka sah jika takarannya pas keluar 100 sha', jika tidak pas maka tidak
sah menurut ash-Shahih. Dan kapan pun alat bayar sudah ditentukan secara
fisik, maka cukup dengan melihatnya langsung.” (an-Nawawi, 2005)

\
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Kemudian al-Baijuri memberikan tambahan penjelesan sebagai berikut :
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Artinya : “Disyaratkan pada objek akad—bazk berupa harga (alat bayar) maupun
mabi' (barang dagangan)—yaitu: (1) suci zatnya, (2) bermanfaat, (3) adanya
otoritas/wilayah bagi pelaku akad atas objek tersebut, (4) kemampuan untuk
menyerahkannya, serta (5) kejelasan objek tersebut bagi kedua pihak secara fisik
wujudnya, kadar/ukurannya, dan sifat-sifatnya; dan penulis matan akan
menyebutkan sebagian syarat-syarat ini nanti.” (al-Baijuri, 2007)

Maka dengan demikian secara ringkas, syarat objek akad adalah :

- Suci Zatnya, barang dan alat bayar tidak boleh berupa barang najis
(seperti anjing dan khamar) atau barang yang terkena najis yang tidak bisa
disucikan.

- Harus memiliki manfaat nyata menurut syariat (bukan serangga, alat
musik terlarang, atau benda yang terlalu sedikit seperti dua biji gandum).

- Objek harus jelas keberadaannya dan bisa diserahkan (tidak sah menjual
barang hilang, budak kabur, atau barang sitaan/ghashab).

- Pelaku akad harus pemilik sah atau wakilnya; jual beli oleh pihak ketiga
tanpa izin pemilik (fudhuli) hukumnya tidak sah.

- Jelas dan Diketahui (Al-'Tlmu Bihi): Objek harus pasti dan tidak boleh
samar (gharar), baik wujud fisik, jumlah takaran/timbangan, maupun
sifat spesifikasinya. (al-Baijuri, 2007)

3) Syarat Sighat Akad (ljab Kabul)

an-Nawawi mengungkapkan syarat sighat akad adalah :
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Artinya : Syarat akad adalah adanya ljab; seperti perkataan 'Aku menjual
kepadamu' atau 'Aku memilikkan kepadamu', dan Qabul; seperti 'Aku
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membeli’, 'Aku memilikinya', atau 'Aku menerima'. Boleh mendahulukan lafaz
pembeli; jika pembeli berkata: 'Juallah kepadaku', lalu penjual menjawab:
'Aku telah menjual kepadamu', maka akadnya sah menurut pendapat al-
Azhhar. Akad juga sah dengan lafaz kinayah (sindiran), seperti 'Aku jadikan
barang ini milikmu dengan harga sekian' menurut pendapat al-Ashah,
dengan syarat tidak boleh ada jeda yang lama antara dua lafaz tersebut, serta
qabul harus sesuai dengan ijab. Jika penjual berkata: 'Aku menjual
kepadamu seharga seribu dirham muksasarah’, lalu pembeli menjawab: 'Aku
menerima dengan seribu dirham shahihah', maka akadnya tidak sah. Dan
isyarat orang bisu dalam akad kedudukannya sama seperti ucapan”.
Kemudian al-Baijuri memberikan tambahan penjelesan sebagai berikut :

343 s £ 825 a5 g e V G55 W 30,2 3 B 5
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Artinya : “Dan disyaratkan dalam hal shighat—baik ijab maupun qabul—
yaitu. tidak diselingi oleh ucapan asing (di luar konteks akad), tidak diselingi
oleh diam yang lama yaitu diam yang mengindikasikan penolakan terhadap
qabul, adanya keselarasan antara ijab dan qabul meskipun secara makna
saja, serta tidak digantungkan pada syarat tertentu (ta'liq) dan tidak dibatasi
oleh waktu (tauqit).” (al-Baijuri, 2007)

Dalam mekanisme serah-terima (ijjab dan gqabul), kedua ulama
menekankan keabsahan komunikasi verbal baik yang diucapkan secara tegas
(sharih), menggunakan kiasan (kinayah), maupun melalui isyarat bagi tuna
wicara, dengan syarat mutlak berupa keselarasan maksud di antara kedua
belah pihak tanpa adanya interupsi ucapan asing, jeda diam yang terlampau
lama hingga mengindikasikan penolakan, serta bebas dari segala bentuk
pembatasan waktu (faugit) ataupun penggantungan kesepakatan pada syarat

lain (ta'lig).

4. Hukum Jual Beli Online
Dalam fikih Islam, khususnya di lingkungan mazhab Syafi'i, keabsahan jual

beli ghaib menjadi salah satu diskursus yang amat dinamis. Mazhab Syafi'i sendiri

memiliki dua pandangan utama terkait masalah ini. Pendapat yang paling kuat dan

tegas dari Imam Syafi'i melarang keras transaksi ini karena menganggap ketiadaan

pengamatan langsung sebagai bentuk ketidakpastian yang merusak akad
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Namun, Madzhab Syafi'i juga memiliki pendapat kedua yang
memperbolehkan jual beli ghaib. Pendapat ini mengatakan bahwa transaksi tersebut
sah, asalkan pembeli diberi hak untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau
membatalkan akad ketika barang tersebut akhirnya terlihat. Kebolehan ini
kemudian dikembangkan oleh para ulama mazhab dengan mengatur kriteria
pengamatan. Pengamatan tidak harus dilakukan sekaligus atau menyeluruh. Cukup
dengan melihat barang sebelum akad, terutama jika barang tersebut tidak mudah
berubah, atau melihat sampel, atau hanya melihat bagian luar dari pelindung
alaminya. Semua ini dianggap cukup untuk memenuhi syarat kejelasan objek. an-

Nawawt :
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Artinya : “Pendapat yang Al-Azhhar (paling kuat di antara pendapat przbadl
Imam Syafi'i: Bahwasanya tidak sah jual beli barang yang ghaib tidak
terlihat/hadir saat transaksi). Pendapat Kedua dari Imam Syafi'i: Sah, dan
ditetapkan hak khiyar ar-ru'vah (hak membatalkan atau melanjutkan transaksi]
ketika pembeli melihat barang tersebut). Dan cukup melihat barang sebelum akad
pada benda-benda yang umumnya tidak berubah (kualitasnya) hingga waktu akad,
bukan pada benda yang umumnya mudah berubah. Cukup pula melihat sebagian
barang yang dijual jika sebagian tersebut menunjukkan kualitas sisa bagian
lainnya; seperti bagian luar tumpukan makanan, contoh sampel (an-namudzaj)
dari barang-barang yang serupa, atau jika bagian luar tersebut merupakan
pelindung alami bagi sisanya; seperti kulit buah delima, kulit telur, serta kulit
bagian bawah (kulit keras) dari buah jauz) dan lauz (almond). Dan kriteria melihat
pada setiap sesuatu itu dipertimbangkan berdasarkan apa yang layak dan patut
baginya. Pendapat yang Al-Ashah (paling sahih di antara hasil ijtihad ulama pakar
Shafi'iyyah): Bahwasanya menyifati barang ghaib dengan kriteria akad salam
(penjelasan sifat lewat deskripsi saja) itu tidaklah cukup (dalam jual beli biasa).
Dan sah akad salam (pemesanan barang) bagi orang buta. Dan dikatakan qila —
(pendapat terlemah di internal ulama mazhab): Jika ia buta sebelum memiliki
kemampuan membedakan (tamyiz), maka tidak sah.(an-Nawawi, 2005)
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Jika pendapat an-Nawawi di atas dikontekstualisasikan dengan praktik e-
commerce atau jual beli online masa kini, landasan kebolehannya sangat kuat
dengan merujuk pada pendapat kedua serta prinsip-prinsip ru'yah yang dirumuskan

Imam an-Nawawi:

1) Praktik transaksi online di mana pembeli hanya melihat foto, video, atau
deskripsi barang di layar ponsel, pada hakikatnya adalah bentuk jual beli barang
ghaib. Dalam konteks fikih kontemporer, para ulama Syafi'iyyah masa kini
mengambil  (itibar) pendapat kedua yang membolehkannya, atau
mengombinasikannya dengan mazhab Malikiyyah dan Hanabilah yang
membolehkan jual beli ghaib berdasarkan spesifikasi barang (al-washf)

2) Imam an-Nawawi menegaskan kaidah bahwa ru'yah dipertimbangkan
berdasarkan apa yang patut baginya. Tampilan foto resolusi tinggi, video
demonstrasi produk, serta rincian spesifikasi teknis di toko online telah
memfasilitasi tingkat kejelasan (ma'lum) yang cukup bagi calon pembeli. Hal
ini juga sejalan dengan konsep sampel (an-namudzaj) yang diterangkan dalam
teks.

3) Prasyarat utama keabsahan jual beli ghaib pada pendapat kedua adalah adanya
khiyar ar-ru'vah. Dalam dunia E-Commerce, prinsip ini terwujud secara nyata
melalui sistem garansi platform, fitur pengajuan komplain, dan hak retur
barang/uang jika kondisi fisik barang yang diterima di rumah tidak sesuai
dengan foto atau deskripsi di aplikasi. Adanya opsi ini secara otomatis
mengeliminasi unsur penipuan dan keraguan (gharar), sehingga akad jual beli

online menjadi sah dan mengikat secara syariat.

Secara keseluruhan, pembahasan tentang jual beli ghaib memberikan dasar
metodologis yang sangat fleksibel bagi keabsahan transaksi online modern.
Meskipun pendapat utama bersikap sangat konservatif dengan mensyaratkan
kehadiran fisik barang, namun ada pendapat lain yang membolehkan jual beli ghaib.
Pendapat ini diperkuat oleh prinsip khiyar ar-ru'yah, yaitu hak untuk
mengembalikan atau mengajukan keluhan, serta fleksibilitas pengamatan

berdasarkan standar kelayakan seperti deskripsi dan visual produk. Dengan

23



demikian, pendapat ini menjadi acuan hukum yang dapat menghilangkan unsur
ketidakpastian dan sekaligus menjamin keabsahan syariat dalam E-Commerce masa
kini. Fikih Syafi'iyyah memberikan landasan yang kuat bagi transaksi online
modern dengan mempertimbangkan prinsip khiyar ar-ru'yah dan standar kelayakan
produk. Ini membantu mengeliminasi ketidakpastian dan menjaga keabsahan

transaksi online sesuai dengan syariat. (Soemitra, 2021)

B. Tinjauan Tafsir QS An-Nisa Ayat 29 dan Implikasi Hukumnya

dalam Ekonomi Digital

1. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29

Pengaturan transaksi ekonomi dalam Islam berlandaskan pada prinsip
keadilan, legalitas syariah, dan persetujuan yang sah dari para pihak. Firman Allah
SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 menjadi fondasi utama dalam etika serta hukum

muamalah, termasuk pada era ekonomi digital saat ini. Firman Allah :
i s o8 192 5589 10 gl s S0 G s 1 g

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas
dasar suka sama suka di antara kamu

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an, tidak bisa dipahami secara serta-
merta berdasarkan teksnya, tetapi diperlukan sebuah penafsiran. Dalam
menafsirkan Al-Qur’an ini juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang sekehandak
hatinya. Menafsirkan Al-Qur’an bukan aktivitas bebas yang dapat dilakukan tanpa
batas keilmuan. Ia merupakan disiplin ilmiah yang memiliki sumber, metodologi,
dan syarat yang ketat. Setiap mufasir dituntut menguasai perangkat ilmu yang
memadai agar makna ayat tidak disimpangkan dari tujuan syariat. Bagi yang
belum memiliki kompetensi tersebut, sikap yang benar adalah merujuk kepada
tafsir para ulama yang otoritatif. Mengikuti penjelasan ahli tafsir merupakan bentuk
kehati-hatian ilmiah sekaligus adab terhadap Al-Qur’an. (Bushiri, 2026)

Begitupula dalam memahami Q.S. An-Nisa ayat 29 ini, diperlukan penafsiran
para ulama ahli tafsir baik dari kalangan ulama klasik ataupun kontemporer. Maka

dengan demikian, agar pemahaman mengenai ayat ini tidak melenceng dari kaidah
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yang telah disepakati, maka peneliti menghadirkan tiga tafsir mengenai ayat ini.
Ketiga tafsir itu diharapkan dapat memberikan penjelasan untuk memahami Q.S.

An-Nisa ayat 29 ini.

a. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29 Dalam Kitab Tanwir al-Migbas
min Tafsir Ibnu Abbas

Tafsir yang pertama, Tafsir dari kitab Tanwir al-Migbas min Tafsir Ibnu Abbas
yang disusun oleh Abi Tohir Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzzabadi seorang ulama
yang hidup pada tahun 729 H (1329 M) dan meninggal pada tahun 817 H (1415 M).
Fairuzzabadi menafsirkan ayat ini dengan menisbatkan kepada Sahabat Nabi, yaitu
Ibnu Abbas. Adapun penafsirannya terhadap Q.S. An-Nisa ayat 29 adalah sebagai

berikut :

iy BYSip ety el S, (Jlidy riw rmf\ 1€ gl sl @l
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Artinya : (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di
antara kamu dengan jalan yang batil) yaitu dengan cara kezaliman, ghasab,
kesaksian palsu, sumpah palsu, dan selain itu. (Kecuali dengan jalan perniagaan)
melainkan jika sebagian kamu memberikan kelonggaran kepada sebagian yang
lain dalam hal jual beli dan kemudahan (dengan jalan suka sama suka) atas dasa
keridaan (di antara kamu) (al-Fairuzzabadi, t.t.h)

al-Fairuzzabadi mengutip penafsiran Ibnu Abbas terhadap Ayat di atas,
menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan larangan keras terhadap berbagai
macam mendapatkan harta secara tidak sah seperti dengan cara berbuat zalim,
curang, menipu, dan sumpah palsu. Namun, apabila transaksi dilakukan melalui
cara perdagangan yang dilandasi oleh unsur keridaan dan keikhlasan (an-taradhin)
dari kedua belah pihak maka transaksinya diperbolehkan dan akan mendapat
berkah. Larangan-larangan yang dituturkan diatas pada hakikatnya merupakan
bentuk kasih sayang Allah. kepada hamba-hamba-Nya agar terjaga dari

kehancuran, kezaliman, serta kerusakan tatanan sosial.
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Dapat kita garis bawahi sebuah lafadz dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh al-
Fairuzzabadi dalam tafsir diatas, yaitu :
sy el o8 3 iy 6 S g 0
Artinya : sebagian kamu memberikan kelonggaran kepada sebagian yang lain
dalam hal jual beli dan kemudahan
Maka dapat dipahami, bahwa dalam jual beli bukan hanya sekadar dilarang
melakukan penipuan, kecurangan, atau sumpah palsu saja. Akan tetapi jual beli
haruslah dilandaskan untuk memberikan kelonggaran, dan kemudahan kepada
orang. Sehingga praktik jual beli tidak sekadar hanya sebagai ajang transaksi saja,

tetapi terdapat kebaikan di dalamnya.

b. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29 Dalam Kitab Zafsir al-Qur’an al-
Adzim li al-Imamaini al-Jalalaini (Tafsir Jalalain)

Tafsir kedua dari Q.S. An-Nisa ayat 29, adalah dari kitab Tafsir al-Qur’an al-
Adzim li al-Imamaini al-Jalalaini atau popular disebur sebagai Tafsir Jalalain.
Kitab yang popular dan dijadi di banyak pesantren di Indonesia ini dikarang oleh
Jalaluddin al-Mahalli yang lahir pada tahun 791 H (1389 M) dan meninggal pada
tahun 864 H (1459 M). al-Mahalli tidak selesai merampungkan kitab tafsir ini
dikarenakan ia meninggal dunia, maka penulisannya dilanjutkan oleh muridnya
yang juga memiliki kesamaan nama yaitu Jalaluddin as-Suyuthi yang lahir pada
tahun 849 H (1389 M) dan meninggal pada tahun 911 H (1505 m). Karena dikarang
oleh dua orang yang bernama Jalaluddin, maka kitab ini popular disebut sebagai
Tafsir Jalalain.

Dalam kitab tafsir ini Q.S. An-Nisa ayat 29 telah ditafsirkan dan dijelaskan
oleh penulis kitabnya sebagai berikut :
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta
sesama kalian dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang diharamkan oleh
syariat, seperti riba dan merampas hak orang lain. Kecual apabila harta tersebut
diperoleh melalui perdagangan. Dalam salah satu qira’ah, kata tijarah dibaca
manshub, maksudnya harta tersebut merupakan harta perdagangan yang
dilakukan atas dasar saling rela di antara kalian dan dengan kerelaan hati. Maka,
kalian boleh memanfaatkan atau memakan harta tersebut.

Ayat ini menjelaskan halal atau tidaknya jual beli bergantung pada proses
transaksi yang transparan, jujur, dan didasari oleh prinsip an-taradin minkum
(saling ridha atau rela sama rela). Tafsir yang dikemukakan oleh al-Mahalli dan as-
Suyuthi tersebut menunjukkan bahwa Islam mengharamkan berbagai bentuk jual
beli yang memaksa, menipu, curang, atau tidak jelas merugikan salah satu pihak.
Oleh karena itu, sah atau tidaknya jual beli dalam aktivitas perdagangan tidak hanya
ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat semata, tetapi juga harus

mencerminkan kejujuran serta kerelaan lahir batin antara penjual dan pembeli agar

menjadi berkah dan halal.

c. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29 Dalam Kitab Tafsir Marah Labid

(Tafsir al-Munir)
Nawawi al-Bantani adalah ulama kelahiran Nusantara. Nawawi al-Bantani
dalam naskah Tafsir Marah Labid memberikan penafsiran mendalam mengenai

potongan ayat di atas sebagai berikut:
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Artinya : " (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-
harta kalian di antara kamu dengan cara yang batil) yaitu dengan cara yang
menyelisih syariat seperti ghasab, mencuri, khianat, judi, akad-akad riba,
kesaksian palsu, sumpah palsu, dan mengingkari hak orang lain. (Kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu) Asim,
Hamzah, dan Al-Kisa'i membaca kata 'Tijaratan' dengan harakat nashab (fathah),
artinya: 'Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain tanpa jalan syariat,
melainkan makanlah dengan cara harta tersebut menjadi perdagangan yang terbit
dari kerelaan kalian." Sedangkan imam gqira'at sisanya membacanya dengan
harakat rafa' (dhammad), artinya: 'Akan tetapi hendaklah wujud perdagangan
vang terbit dari kerelaan jiwa (thibi nafsin).' (Dan janganlah kamu membunuh diri-
diri kalian) yaitu janganlah kamu melakukan hal-hal yang menyebabkan kalian
berhak dihukum mati, seperti membunuh orang beriman tanpa hak, murtad, dan
berzina setelah ihshan (menikah). (Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu) di
mana Dia melarang kamu dari segala hal yang menyebabkan kamu mengalami
kesukaran." (Nawawi al-Bantani, t.t.h)

Berdasarkan penafsiran Nawawi al-Bantani di atas, dalam muamalah dan
transaksi harta adalah haram jika dilakukan dengan cara yang batilseperti ghasab,
riba, kecurangan, dan tipu daya. Namun, apabila transaksi dilakukan melalui jalur
perdagangan yang sah (tijjarah) dan didasari oleh konsep thibun nafsin (kerelaan
atau keridhaan jiwa dari kedua belah pihak). Konsep ini menegaskan bahwa unsur
suka sama suka (an-taradhin minkum) merupakan syarat mutlak sahnya

perpindahan kepemilikan harta agar terhindar dari unsur kezaliman dan kerugian.

Pengaturan transaksi ekonomi dalam Islam berlandaskan keadilan, legalitas
syariah, dan persetujuan sah dari para pihak. Firman Allah SWT dalam Surah An-
Nisa ayat 29 menjadi fondasi utama dalam etika serta hukum muamalah. Untuk
memahaminya, diperlukan penafsiran ahli tafsir.

Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tidak bisa dilakukan secara serta-merta
berdasarkan teksnya, tetapi mutlak diperlukan sebuah penafsiran. Menafsirkan Al-
Qur’an bukanlah aktivitas bebas tanpa batas keilmuan, melainkan sebuah disiplin
ilmiah dengan metodologi dan syarat ketat. Setiap mufasir selalu dituntut untuk
menguasai perangkat ilmu agar makna ayat tidak disimpangkan dari tujuan
syariat.

Bagi pihak yang belum memiliki kompetensi ilmu, sikap yang paling benar

adalah merujuk langsung pada tafsir para ulama yang otoritatif. Mengikuti
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penjelasan ahli tafsir merupakan wujud kehati-hatian ilmiah sekaligus adab yang
baik terhadap Al-Qur’an. Oleh karena itu, ketiga kitab tafsir tersebut sengaja
dihadirkan agar pemahaman mengenai Q.S. An-Nisa ayat 29 ini sama sekali tidak

melenceng dari kaidah-kaidah keilmuan.

Kitab & Larangan Pengecualian & Konsep Utama
Mufasir Memakan Syarat Perniagaan Jual Beli

Harta Secara

Batil
Tanwir al- | Menegaskan Memperbolehkan Praktik jual beli
Migbas min | larangan  keras | transaksi jika | harus melandaskan
Tafsir Ibnu | terhadap sebagian orang | prinsip
Abbas berbagai macam | memberi kelonggaran  dan
Disusun  oleh | cara kelonggaran kepada | kemudahan  (al-

Abi Tohir | mendapatkan sebagian yang lain | muhabah). Jual

Muhammad bin | harta secara tidak | dalam hal jual beli | beli dilarang diisi

Ya’qub al- | sah. Hal im | dan kemudahan. Hal | kecurangan,
Fairuzzabadi meliputi cara | tersebut harus | melainkan  harus
(729 H - 817 H) | kezaliman, berlaku atas dasar | terdapat kebaikan
dengan ghasab, keridaan di antara | di dalamnya.
menisbatkan kesaksian palsu, | mereka.

penafsiran sumpah  palsu,

kepada  Ibnu | dan selain itu.

Abbas.
Tafsir al- | Memakan harta | Seseorang boleh | Sah atau tidaknya
Qur’an al- | dengan cara batil | memanfaatkan harta | jual beli

Adzim (Tafsir | diartikan sebagai | apabila diperoleh | bergantung pada
Jalalain) cara yang | melalui jalur | transaksi yang
Dikarang oleh | diharamkan oleh | perdagangan. Harta | transparan, jujur,
Jalaluddin al- | syariat. Contoh | perdagangan tersebut | dan berprinsip

Mahalli (791 H | dari praktik yang | wajib dilakukan atas | saling rela (an-
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- 864 H) dan | diharamkan 1ini | dasar saling rela di | taradin minkum).
penulisannya adalah riba dan | antara kalian dan | Syariat
dilanjutkan merampas  hak | dengan kerelaan hati. | mengharamkan
oleh muridnya | orang lain jual  beli yang
Jalaluddin as- | (ghasab). memaksa, menipu,
Suyuthi (849 H atau curang.
-911 H).
Tafsir Marah | Cara batil | Pengecualian berlaku | Unsur suka sama
Labid (Tafsir | didefinisikan di dalam | suka (an-taradhin
al-Munir) sebagai  segala | perdagangan  yang | minkum)
Ditulis oleh | cara yang | berjalan atas dasar | merupakan syarat
seorang ulama | menyelisih suka sama suka. | mutlak bagi
kelahiran syariat. Menurut qira'at rafa' | keabsahan harta.
Nusantara, Contohnya dari mayoritas | Keridhaan = jiwa
yaitu Nawawi | meliputi ulama, wujud | (thibi nafsin)
al-Bantani. perbuatan perdagangan  harus | diperlukan dari
ghasab, mencuri, | terbit dari kerelaan | kedua belah pihak
khianat, judi, | jiwa atau thibi nafsin. | agar terhindar dari
akad riba, kezaliman.
kesaksian palsu,
sumpah  palsu,
serta
mengingkari hak
orang lain.

2. Implikasi Hukum Penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 29 dalam
Ekonomi Digital

Dalam Tanwir al-Migbas karya al-Fairuzzabadi, dengan menisbatkan kepada

Ibnu Abbas, al-Fairuzzabadi memberikan sudut pandang yang menarik seputar
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etika ekonomi Islam. Berdasarkan penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 29, beliau
menegaskan bahwa segala bentuk perolehan harta yang dilandasi oleh kezaliman,
ghasab, hingga kecurangan seperti sumpah dan kesaksian palsu merupakan bentuk
kebatilan yang dilarang keras. Sebaliknya, Islam menempatkan prinsip kejujuran

sebagai fondasi utama dalam mengelola harta bersama di tengah masyarakat.

Kemudian, tafsir ini memberikan penekanan yang kuat terhadap fleksibilitas
dan kemudahan dalam proses jual beli. al-Fairuzzabadi menjelaskan bahwa kalimat
an takuna tajaran 'an taradin minkum mencakup sikap saling memberi kelonggaran
(al-muhabah) serta keridaan antara semua pihak. penjelasan ini mengisyaratkan
bahwa esensi utama perdagangan dalam Islam bukan sekadar pertukaran materi,
melainkan hubungan muamalah yang dibangun atas dasar keridaan, kelapangan

dada, dan prinsip memudahkan urusan sesama manusia.

Penafsiran Tafsir al-Jalalain dan Tafsir Marah Labid memiliki kesamaan
pada konsep thibi nafsin. Dalam Tafsir Marah Labid sang penulis memberikan
pandangan bahwa frasa 'an taradin minkum membawa penekanan mendalam pada
aspek i'rab qira'at Al-Qur'an untuk mengungkap hakikat kerelaan. Syaikh Nawawi
menjelaskan bahwa bacaan rafa’ (Tijaratun) oleh mayoritas ulama qira'at
meniscayakan makna "takunu tijaratun 'an thibi nafsin" Myakni perdagangan yang
benar-benar bersumber dari kerelaan jiwa yang paling dalam. Konsep thibi nafsin
mendudukkan kerelaan tidak sekadar sebagai formalitas kesepakatan luar (sighat),
melainkan sebagai kesadaran internal batiniah tanpa adanya tekanan, jebakan,

maupun pengelabuan.

Terdapat persamaan mendasar sekaligus perbedaan konseptual antara thibi
nafsin dan an-taradin. Persamaannya, keduanya merupakan rukun imaterial yang
wajib ada untuk melandasi keabsahan perpindahan hak milik dalam akad
muamalah, di mana keduanya bermuara pada penolakan terhadap unsur paksaan
(ikrah). Perbedaannya, an-taradin (suka sama suka) merujuk pada manifestasi
kerelaan timbal balik yang bersifat lahiriah dan dapat diukur melalui tanda-tanda
eksternal (seperti klik tombol persetujuan, tanda tangan, atau ucapan ijab-qabul).

Sementara itu, thibi nafsin mengacu pada kondisi kerelaan batiniah yang bersifat
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substantif, yaitu kesenangan hati yang lahir dari pemahaman penuh atas risiko,
kualitas, dan harga objek tanpa adanya unsur penyesalan tersembunyi akibat

manipulasi.

Dalam dunia ekonomi digital, potensi terciptanya kekecewaan sangatlag
besar. Penyebabnya, karena pembeli di marketplace hanya melihat layar gawali,
mengamati gambar produk, dan membaca deskripsi barang tanpa menyentuh atau
meneliti objek transaksi secara langsung. Ketika seorang pembeli menekan tombol
pesanan dan melakukan pembayaran, secara formal ia memang telah memberikan
persetujuan lahiriah. Namun, secara hakikat syariat, kerelaan batiniahnya
sebenarnya masih berstatus "ditangguhkan" hingga fisik barang tersebut tiba di

depan mata dan terbukti sesuai dengan ekspektasinya.

Jika merujuk pada Tafsir Jalalain, larangan memakan harta dengan jalan yang
batil sangat tepat untuk menyoroti praktik penipuan atau disinformasi di toko
online. Tindakan pihak penjual yang memajang gambar suatu produk unggulan
namun dengan sengaja mengirimkan barang lain yang nilainya jauh lebih rendah
atau tidak sesuai spesifikasi adalah perwujudan dari kebatilan tersebut. Dalam
pandangan tafsir ini, materiil yang didapat dari praktik seperti yang telah disebytkan
membuat harta tersebut haram untuk dinikmati, karena secara sengaja merusak

esensi dari kejujuran sebuah perniagaan.

Kemudian, kesepakatan digital berupa "klik" pesanan tidak bisa dianggap
begitu saja sebagai 'an-faradin jika sejak awal dibangun di atas informasi yang
menyesatkan. Tafsir Jalalain menekankan bahwa tijarah (perdagangan) yang halal
harus bersih dari kebatilan sejak semula, yaitu sejak proses penawaran. Artinya,
otomatisasi sistem di marketplace tidak boleh dijadikan alasan oknum penjual
untuk melegalkan transaksinya. Syarat sahnya sebuah jual beli tetap menuntut
transparansi informasi yang utuh, jujur, dan faktual sejak pembeli melihat etalase

digital hingga barang diserahterimakan.

Di sinilah pendekatan Tafsir Tanwir al-Migbas memberikan solusi nyata

yang menyejukkan melalui prinsip al-muhabah (memberikan kelonggaran atau
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kemudahan). Dalam ekosistem E-Commerce yang sangat rentan terhadap kesalahan
pengiriman barang, cacat produk, atau bahkan unsur penipuan, prinsip kelonggaran
ini menjadi sangat penting. Ketika terjadi sengketa antara ekspektasi pembeli dan
realita barang yang datang, pihak penjual maupun penyedia platform dituntut untuk

tidak bersikap kaku dan tidak mempersulit pembeli dalam menuntut hak-haknya.

Sistem penyelesaian sengketa melalui fitur pengajuan pengembalian dana
(refund) atau pengembalian barang (retur) yang disediakan oleh platform
marketplace sejatinya adalah wujud nyata atau manifestasi modern dari nilai al-
muhabah tersebut. Sebagai simsar (agen/perantara), penyelenggara platform digital
wajib menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang mudah diakses,
transparan, dan tidak berbelit-belit. Kelonggaran dalam membatalkan transaksi
yang terbukti cacat ini adalah bentuk dari upaya syariat dalam menjaga tatanan
perdagangan agar tetap berkeadilan, sekaligus mencegah terjadinya kezaliman

struktural di ruang digital.

Sementara itu, apabila meminjam kacamata Nawawi al-Bantani dalam 7afsir
Marah Labid, validasi tertinggi dari sahnya sebuah transaksi online justru terletak
pada momen pembeli menerima dan meneliti langsung fisik barang tersebut. Pada
tahap inilah thibi nafsin (kerelaan jiwa yang paling dalam) benar-benar diuji. Jika
objek fisik yang datang sesuai dengan deskripsi awal, maka sempurnalah kerelaan
tersebut dan akad jual beli menjadi mengikat. Sebaliknya, jika objek yang diterima
jauh menyimpang dari kesepakatan, maka seketika itu pula thibi nafsin runtuh dan

akad tersebut kehilangan landasan batiniahnya.

Kehilangan thibi nafsin ini berakibat sangat fundamental secara syariat,
karena akad dapat tergelincir menjadi cacat (fasid) dan berpotensi batal. Konsumen
yang merasa dirugikan atau tertipu pasti mengalami kekecewaan, sehingga uang
pembayaran yang telah tertahan di rekening bersama tidak lagi memiliki landasan
keridaan untuk diteruskan kepada penjual. Oleh karena itu, mekanisme pencairan
dana kembali (refund) bukanlah sekadar instrumen hukum positif untuk
memulihkan ganti rugi materiil, melainkan sebuah ikhtiar pembersihan transaksi

(tazkiyah) untuk mencegah perpindahan harta secara batil.
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Berdasarkan benang merah dari ketiga pendekatan tafsir klasik tersebut,
terlihat jelas bahwa Al-Qur'an memiliki dimensi kelenturan (elastisitas) hukum
yang luar biasa. Ayat-ayat muamalah yang turun belasan abad silam mampu
menjadi pisau analisis untuk menjawab dinamika sengketa kekinian. Dari kerangka
teoretis inilah, dapat dirumuskan beberapa implikasi hukum yang sangat penting

bagi landasan operasional praktik jual beli di era ekonomi digital.

Adapun implikasi hukum penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 29 dalam tatanan transaksi

ekonomi digital tersebut antara lain:

1) Kewajiban Transparansi
Segala bentuk manipulasi gambar, ulasan, atau disinformasi di etalase digital
dikategorikan sebagai jalan batil yang otomatis menggugurkan keabsahan akad
sejak awal, karena merusak fondasi 'an-taradin.

2) Sistem Refund sebagai Wujud Kelonggaran dan Kemudahan
Fitur penyelesaian sengketa bukan sekadar layanan teknis platform, melainkan
implementasi prinsip al-muhabah agar pihak yang dirugikan bisa difasilitasi
haknya dengan mudah dan adil.

3) Penangguhan Status Keberlakuan Akad
Persetujuan digital tidak serta-merta membuat akad bersifat mutlak (/uzum).
Keabsahan final sangat bergantung pada terciptanya thibi nafsin yang baru bisa

divalidasi ketika wujud asli barang diterima dan diperiksa konsumen.

Pada akhirnya, integrasi nilai dari ketiga tafsir ini menegaskan bahwa Hukum
Ekonomi Syariah tidak menolak kemajuan teknologi dan otomatisasi £-Commerce,
melainkan hadir untuk memberikan pagar pelindung moral yang kokoh. Platform
marketplace memikul tanggung jawab yang sangat sentral, tidak hanya sebagai
penyedia infrastruktur teknologi, tetapi juga berkedudukan sebagai simsar yang
wajib mengawal etika transaksi. Dengan menjamin transparansi, menghadirkan
kemudahan komplain (al-muhabah), dan menjaga keutuhan kerelaan batin (¢hibi
nafsin), tatanan ekonomi digital dapat terhindar dari praktik memakan harta secara

batil dan sejalan dengan amanat Q.S. An-Nisa ayat 29
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